




Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Baru Pantai Enggros 

- Youtefa, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------TERMOHON

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Jayapura Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan

sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal 157 ( 4) Undang-undang No. 1 0 tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai

Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Peserta

Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusl'.

Ketentuan pasal 156 (2) UU 1 0 Tahun 2016, menyatakan "Perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan ca/on terpilih".

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No.3 Tahun 2024), menegaskan

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan

Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan

yang dapat memengaruhi penetapan ca/on terpilih".

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No.3 Tahun
2024 ditentukan sebagai berikut, "Permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai:

"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

"hat-ha/ yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan

untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang

ditetapkan o/eh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon".
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Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka yang dapat diajukan ke 

Mahkamah Konstitusi adalah mengenai adanya kesalahan hasil 

perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan 

mengenai Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana 

Permohonan Pemohon. 

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam Pokok

Permohonannya meskipun yang menjadi objek sengketa adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 457 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura

Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11

Desember 2024, pukul 06.22 WIT, namun substansi Permohonan

Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran­

pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Jayapura dan sama sekali tidak menerangkan tentang

perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang

seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Hal ini terbukti

dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya

perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk

argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran/kecurangan

pra pemungutan suara, pelanggaran/kecurangan saat pemungutan

suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilukada, money politic, dan

indikasi promblem netralitas bawaslu. Dalil-dalil tersebut hanyalah

merupakan asumsi Pemohon yang dimana Pemohon tidak dapat

membuktikan secara hukum serta apa yang didalilkan oleh Pemohon

tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana kebenarannya

dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Peserta

Pemilihan Caton Walikota dan Galon Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun

2024 khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan

adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut

telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri yang secara limitatif

prosedur penyelesaiannya telah diatur, dan lembaga mana saja yang

berwenang menyelesaikannya, hal tersebut tertuang dalam ketentuan

pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: (1) Pelanggaran

Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara

pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran

administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya

yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk
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pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan 

Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak 

pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang 

kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, 

Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme 

sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai 

dengan mahkamah Agung RI. 

6. Bahwa terkait dengan persoalan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam

pertimbangan hukum poin (3.1.3) halaman 867 Putusan Perkara Nomor

NOMOR 1/PHPU.PRES-XXll/2024 telah mempertimbangan sebagai

berikut : "sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila

Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah

yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap

diposisikan untuk menilai ha/-hal lain, sama saja dengan menempatkan

Mahkamah sebagai "keranjang sampah" untuk menyelesaikan semua

masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia"; (Vide Putusan

Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-XXll/2024).

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut

hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak

berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dengan

demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak

dapat diterima;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 1 O Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur "kabupaten/kota dengan

jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%

(satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

2. Bahwa data agregat jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 404.351 jiwa

(Bukti PT-4);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kata Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan

pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT (Vide Bukti
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PT-3) perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak T erkait adalah 

sebagai berikut 

Nomor 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 
Selisih 

Urut Suara 

Jhony Banua Rouw, Selisih suara antara 

2. S.E. dan H.M. Darwis 68.922 Pemohon dengan 

Massi, S.E. Pasion Nomor 2 

3. 
Boy Markus Dawir dan 

28.019 
sebanyak 40.903 

Ir. Dipo Wibowo suara 

Sedangkan selilih 

Abisai Rollo, S.H., M.H. suara antara 

4. dan DR. Ir. H. Rustan 72.351 Pemohon dengan 

Saru, M.M. Pihak Terkait 

sebanyak 44.332 

suara 

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO KWK Kota Jayapura

(Bukti PT-5), total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Jayapura adalah sebanyak 195.397 suara, sehingga

maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke

Mahkamah Konstitusi adalah 195.397 x 1,5% = 2.930 suara. Faktanya

selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Galon Nomor Urut 2

sebagaimana dalil Pemohon sebesar 40.903 suara setara dengan 21 %,

sedangkan selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar

44.332 suara atau setara dengan 22,7%;

5. Bahwa Meskipun Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan

ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

PILKADA namun hal itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi

hal-hal khusus terjadi, seperti adanya putusan maupun rekomendasi

bawaslu terkait dengan proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA,

belum memenuhi masa jeda 5 tahun pasca putusan tindak pidana yang

berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya dalam proses tahapan dan

pelaksanaan PILKADA Kota Jayapura Tahun 2024, tidak ada satupun hal­

hal khusus yang terjadi dan tidak ada putusan maupun rekomendasi

Bawaslu Kota Jayapura, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah

Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA dalam perkara a quo;

6. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan permohonan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, Mahkamah Konstitusi tetap

berpendirian tegas dengan sikapnya yang tidak memeriksa permohonan
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yang melampaui ambang batas ketentuan dimaksud, sikap ketegasan 

Mahkamah Konstitusi antara lain tedapat dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Perkara 

Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Perkara Nomor 109/PHP.BUP­

XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Limapuluh Kota, yang antara lain masing-masing putusan diatas dalam 

pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut 

Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu 

{3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai 

pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan 

keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, 

Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian 

berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 

10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan a/at bukti 

yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk 

menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 1012016 dan 

meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan; 

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, 

Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon 

merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan 

masih dalam tenggang waktu pengajukan permohonan; dan Pemohon 

adalah Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan 

Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pu/au Taliabu Tahun 2020, 

namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, 

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf fa UU 10/2016 adalah beralasan 

menurut hukum; 

Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 

[3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai 

pe/anggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan 

keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, 

Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian 

berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 

10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan a/at bukti 

yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk 

menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan 

perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan; 

{3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di 

atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan 
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RT/RW mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci. 

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, 

sehingga patut untuk ditolak; 

12. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf kelima yang

pada pokoknya menyatakan "lemahnya pemahaman petugas KPPS

terhadap peraturan KPU menyebabkan oknum-oknum Pasion 02 dan

Timnya dilapangan telah memobilisasi pemilih, pemilih DPTb diseluruh

kecamatan di Kota Jayapura jumlahnya begitu banyak, undangan yang

tidak terdistribusi, adanya Pemilih ganda yang berasal dari luar Kota

Jayapura" adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi semata

karena:

12.1. Sebagaimana diterangkan oleh Pihak Terkait pada angka 9 

diatas, sesunguhnya tidak ada fakta memobilasi pemilih terhadap 

pemilih DPTb, yang ada Pemohon keliru dalam membaca data 

jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 

2,5% dari DPT oleh KPU Kota Jayapura yang kemudian 

diasumsikan oleh Pemohon sebagai Pemilih DPTb; 

12.2. Terkait dengan distribusi undangan, Pihak Terkait dapat 

terangkan, faktanya partispasi dalam penyelenggaraan pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 mencapai 

70%. lni membuktikan distribusi undangan telah dialkukan 

dengan baik oleh Termohon; 

12.3. Selanjutnya dalil Pemohon terkait dengan pemilih ganda yang 

berasal dari luar Kota Jayapura. Sepengetahuan Pihak Terakit 

terhadap hal tersebut tidak ada laporan yang kemudian diputus 

oleh Bawaslu terkait permasalah dimaksud; 

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, 

sehingga patut untuk ditolak; 

D. MENGENAI DALIL PENGGUNAAN POLITIK UANG (MONEY POL/TC)

13. Bahwa terhadap dalil huruf D yang pada pokoknya menyatakan "dugaan

terjadi money politic menggunakan dana tim pemenangan yang

dilakukan secara massif', adalah dalil yang tidak benar, karena:

13.1. Pemohon tidak dapat menguraikan tuduhan yang didalilkan oleh 

Pemohon terkait dengan dugaan money politic dimaksud. siapa 

yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang 

menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja 

penyebaran money politic itu dilakukan?; 
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13.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut 

hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil 

Permohonan Pemohon. 

E. MENGENAI DAUL INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU

14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf F yang pada

pokoknya menyatakan "ada indikasi kuat keditaknetralan penyelenggara

pilkada dalam proses pilkada, karena hampir semua laporan ke Bawaslu

Distrik dan Bawaslu Kata ditolak sebelum memenuhi Upaya prosedural',

adalah dalil yang tidak benar, karena:

14.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki 

kewenangan untuk melakukan kajian awal terhadap laporan yang 

disampaikan untuk memeriksa dan meneliti : keterpenuhan syarat 

formal dan syarat materiel laporan, jenis dugaan pelanggaran, 

termasuk mengkaji mengenai permintaan pengambilalihan 

laporan, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya 

dugaan pelanggaran pemilihan, pencabutan laporan dan/atau 

penghentian laporan; 

14.2. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 A Peraturan Bawaslu 

Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menyatakan 

laporan tidak memenuhi syarat formal; 

14.3. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas dikaitkan 

dengan dalil yang diutarakan oleh Pemohon, taktanya Bawaslu 

Kota Jayapura telah melaksanakan tugas dan kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan dimaksud. Sehingga dalil-dalil yang 

diutarakan oleh Pemohon pada huruf F adalah merupakan dalil 

yang keliru dan merupakan dalil yang bersifat asumtif. 

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum 

bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK seluruh dalil Permohonan 

Pemohon. 
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